
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR            :      900.1.7.1/Kep.26  -BRAD/2026
LAMPIRAN        :       1  (SATU}LEMBAR

TENTAVG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1 /Kep.826-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA

PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAII

TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang    :    a.    bahwa Bendahara penerimaan, Bendahara pengeluaran dan
Penetapan  Rekening  pada  Satuan  Kelja  Peran8kat  Daerah
Tchun  Anggaran  2026  telah  ditetapkan  dengan  Keputusan
Bupati     Cirebon     Nomor     900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025
tentang   Penunjukan   Bendahara   Penerimaan,   Bendahara
Pengeluaran  dan  Penetapan  Rekening  pada  Satuan  Kelja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

b.    bahwa    berdasarkan    Peraturan    Bupati    Cirebon    Nomor
16  Tahun  2025  tanggal  13  Juni  2025  tentang  Kedudukan|

iHESusunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  K

C.

Badan   Perencanaan   Pembangunan,    Riset   dan   lnovasi
Daerah ,       Peran8kat       Daerah       Badan       Perencanaan
Pembangunan,    Penelitian    dan    Pengembangan    Daerah
(Bappelitbangda)  Kabupaten  Cirebon  berganti  nomenklatur
menjadi   Badan   Perencanaan   Pembangunan,   Riset   dan
Inovasi  Daerah  (Bapperida)   Kabupaten  Cirebon,  sehingga
perlu    mengubah    Keputusan    Bupati    Cirebon    Nomor
900.1.7.1 /Kep.826-BKAD/2025         tentang         Penunjukan
Bendahara    Penerimaan,     Bendahara    Pengeluaran     dan
Penetapan  Rekening  pada  Satuan  Kelja  Perangkat  Daerah
Tahun Anggaran 2026;

bahwa  berdasarhan  pertimbangan  sebagalmana  dimaksud
dalam huruf a dan  huruf b,  perlu  menetapkan  Keputusan
Bupati  tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Bupati  Cirebon
Nomor  900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025  tentang  Penunjukan
Bendahara    Penerimaan,    Bendahara    Pengeluaran    dan
Penetapan  Rekening  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah
Tahun Anggaran 2026;

Mengingat       :     1.    Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik    Indonesia    Nomor    5587)    sebagaimana    telah
beberapa   kali   diubah,   terakhir   dengan   Undang-Undang



Nomor    6    Tahun    2023    tentang    Penetapan    Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang   Cipta  Keja  menjadi   Undang-Undang   (Lembaran
NegaraL    Republik    Indonesia    Tahun    2023    Nomor    41,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 6856);

2.    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah  {Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2022
Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6757);

3.    Undang-Undang     Nomor      107     Tahun     2024     tentang
Kabupaten Cirebon di Ftovinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2024   Nomor   293,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044) ;

4.    Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan      Keuangan      Daerah      (14enbaran      Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

5.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Thhun  2020
tentang   Pedoman   Te]mis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia 'Tahun 2020 Nomor 1781);

6.    Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Cirebon   Tahun   2022   Nomor   7,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62) ;

7.    Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  171  Tahun  2021  tentang
Sistem    dan    Prosedur    Pengelolaan    Keuangan    Daerah
Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  (Berita  Daerah  Kabupaten
Cirebon Tahun 2021  Nomor  171)  sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  182  Tahun  2023
tentang    Perubahan    Atas    Peraturan    Bupati    Cirebon
Nomor   171   Tahun   2021   tentang   Sistem   Dan   FTosedur
Pengelolaan    Keuangan    Daerah    Pemerintah    Kabupaten
Cirebon  (Berita  Daerah     Kabupaten  Cirebon  Tahun  2023
Nomor 182);

Menetapkan
KESATU

MErmTusEN :

Mengubah                  Keputu sam                  Bupati                  Cirebo n
Nomor    900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025     tentang    Penunjukan
Bendahara Penerimaan,  Bendahara Pengeluaran dan  Penetapan
Rekening pada Satuan Kelja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
2026, pada bagian I+ampiran Daftar Bendahara Pengeluaran dan
Penetapan   Rekening   pada   Safuan   Kelja   Peran8kat   Daerah
Kabupaten   Cirebon,   dengan   daftar   perubahan   sebagaimana
tercantum   dalam   I.ampiran   yang   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA            :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di     Sumber
padatanggal     2  Februar.i  2326

BUPATI CIREBON,

Temt}usan :
1.   Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2.   Yth. Pimpinan P'I`. Bank BJB Cabang Sumber.
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IAMPIRAN    :    KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR     :    900.1.7.1/Kep.   26-BKAD/2026'
TANGGAL:    2  Februari  2026
TENTANG :    PERUBAIIAN       ATAS       KEPUTUSAN       BUPATI        CIREBON

NOMOR              900.1.7.1 / Kep.826-BKAD/ 2025              TENTANG
PENUNJUKAN      BENDAHARA     PENERIMAAN,      BENDAHARA
PENGELUARAN  DAN  PENETAPAN  RERENING  PADA  SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAII TAHUN ANGGARAN 2026

DAFlnR BENDAHARA pENGEljuARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

NO BENDAHARA PENGELUARAN
SATUAN KERIA

KETERANGANLAMA BARU
NARA NAMA

1 2 3 4 5
1. BRINE YULIANDRI, A. Md. BADAN PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN Terhitung

NIP.  19740705 2008012 008 PEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN, RISET Mulal Tanggal
PENELITIAN DAN DAN IREOVASI DAERAH 30 Janual
PENGEMBANCIANDAERAH 2026

BUPATI CIREBON,
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PEREER!RITAH KABUPATEN CiREBON

BADARE KEUANGAfng iBfiN ASET DAERAhi
Ji. Sunan i€a!ijaga N®.12 Tctp. {023€} $334433 Fax. {0231} 83044ee

Emali:±TREi±@si?qteEE]`>isa_fa-_qgrid
a u RE a E R - # 5 6 1 1

Nomor
Sifat
Lanpiran
Hal

9cO.1.7.1/  I?ftyperkend
Penth8
1 {sratu) Lembar
Ehaofronafi Pesoerhifean N®m®r
Kfptitusafa BRApa+ti C-ifefron

Sumber,  f2- Februari 2G26
Kspada

Ytha    Seleretaris Daerah
Efabnpaten Cirefron
di

SHREBEH

Dianmpaifean dengrn harmat¥ seifeutREngan dengan kehatuhan
penyesuedan  ad"injstrast  keuangam  dsffiFah  pada  Tahun  A:nggarafi
2026,  bersama ini kami sampaifean permoh®nan penerhi€an Nomor
Keputusan Bupati Cirehon atas rancangftm keputusan sehagai berikut:

1.   Perubahan      Afas      KepHensan      .asHp&ti      Cireben      Nomor
gee.i.?.I /Rep,824-B-HAD/2ee§    ten#flng    Penunjttkan    Pejafeat
Penggrna Amggrrap pada Saturn Kertya Peran8kat D&erah Trfuun
froggr" 20ae; dan

2.   P€nrfeahan      Atas      Keputusan      #~3upati      Cirebon      Nom®r
9fi®h 2.7. I /Kfp.826-EKAB/2$25  tentfing Penunjtikan Bendsfiara
Etsmerimaan,  BendshREa  Peng8iuarar¥a`` dan  Penetapan  Rckening
pada Saturn Keria Permnghat Daerake '<?§fahun Anggaran 2026.

Fermch®gian   ini   dinjutaan    eeh¥dbungam    dengan   adanya
per.ubahan momerddatur peran8ket d&errsife darn Badan  Pereffic&nafan
Ftsmbangrnan, PeneHtian daft Pengrmbangan Daerah menjadi Badan
PereHcanaan Pemhangurmn, RIsct dan lr&®vasi Daerah, yang bersifat
mantiesak    karena    berdanpa3c    langst*mg    terhadap    keabeahan
pemmj.utsan Pejaha€ Pengguna An§garan dian Bendahara pada SKPD
dfma_keud.

Adapun  preses  pengusulan  kedina  rancangan  keputusan
tersebut    masih    berada    pada    tahapffin    pemenuhan    checklist
peFayaratEtn  sehagaimana  ketentuan  peREbentukan  Pfroduk  Hutfum
Baerah.  Namun demjfro* demi kepaetiaefi hutrmm  dan kehacaran
peEalssanaan  pengeielann  keuangan  daeraeh Tahun Amggaran  2C26,
dengan  ini  kamf  memchon  agar  Bapak  berkenan  memfasiHtasi
penerfeitan nomor Keputusan Bupati alas k~edua raneangan dimakeud .

Sebagai bentuk k®mitmen, Be8dan Keuasigan dan ihat Daerah
Kahupaaefi  Cirebon  akan  m€temdrpi  seharuh  persgraratan  yang
diper8}Farathan dalam jangfra "alstu pafrog lama 7 {€ujuh} hari keria,
terditung sqjak diterbifizannya aemor KapHsu-sam Bupati tersebut.



Demtlrian   surat   permohonan   ini   kami   sampaikan.   Atas
perhatian Bapak, kami ucapkan terina kesih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASRT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Selaku

Tembu- :
Yth. Bupati Cirebon (sebagal laporan);



4i-
.      PEMERINTAH IIABUPATEN CIREBON

BADAN  KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. Suman Kalijaga No.12 Telp. (0231 ) 8304433 Fax. (0231 ) 8304400

Emai! : bkadarebohab,flord
SUMBER-45611

NOTA DINAS
Kepada      :   Yth. Bupati cirebon
Dari           :   Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor        :
Tanggal      :
Lanpiran  :
Perihal       :

900.1.7.1/136/Perbend
02  Februari 2026
1 (satu) berkas
Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
FchlbalanKqurfusanEhxpaficifebmNornor900.1.7.1/Kay.826JEKAD/2025

Dipermaklumkan    dengan    hormat    bahwa    berdasarkan
Peraturan Bupati Cirebon Nomor  16 Tahun 2025 tanggal  13 Juni
2025 tentang Kedudukan, Su§unan Organisasi, Tugas dan F\mgsi
§€fFa  oTafa  KE~tja  Barian  Pt=rencalraa±i  femi3angunan,   RIs€t  dan
Inovasi     Daerah,      Perangkat     Daerah     Badan     Perencanaan
Pembangun an ,       Pen elitian       dan       Pengemb angan       D aerah
(Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon berganti nomenklatur menjadi
Badan   Perencanaan   Pembangunan,   Riset   dan   lnovasi   Daerah
{Bapperida}    Kabupaten    Cirebon]    sehingga    perlu    mengubah
Keputusan Eupati  Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025
tentang      Penunjukan      Bendahara      Penerimaan,      Bendahara
Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kelja Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft
Keputusan  Bupati  tentang   Perubahan   atas   Keputusan   Bupati
Cirebon         Nomor         900.1.7.1 /Kep.826-BKAD/2025         tentang
Penunjukan  Bendahara Penerimaan,  Bendahara  Pengeluaran  dan
Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2026.

BemmarL   permofronan   ini   kami   sampalkan,   atas
perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPAIA BAI)AN KEUANGAN
DAN ASET DAERAII

KABUPATEN CIREBON,

SRI VIJAYAWATh` S.Sos. M.Si.
Pembina Thgkat I

NIP.  19740530  199803 2 005
Tembusan :

1.   Yth. Inspelrfur Kabupaten Cirebon;
2.   Yth. Kepala Bagian rmikurn Setda Kabupaten Cirebon.

Dok3iiit4!iE iF}i te'lali ckittlii{1aaen¢bimi secartl gfedranik meeicrggttnetiki" st/liFlifik{]i a.!€k[ro]}ik
Yang diterbitha]i tjle>h Balui BgsuT Sertif `ikasi Eleha'onik (BsrE). Bada]i Sibe7-tltm Sttlrdi Negurti



`PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN  KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. Sunan Kalijaga No.12 Teb. (0231 ) 8304433 Fax, (0231 ) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.Qojd
SUMBER-45611

SURAT RERIrmAII

NOMOR :800.1.11.137 /BKAD/2026

Nana
deha±an
Cirebon

Kepada
1.   Nana

Jabatan

2.   Nana
Jabatan

Untuk

:  SRI WUAYAWATI, S.Sos., M.Si.

:  Kapala  Badan  KgHangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten

MEMERINTAHKAN :

: ARIS RISDIYANTO,  S.T., M.Si.

: Kepala Bidang Perbendaharaan

= YESSY SUKMA IIARNISA, S.E.

: Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama

Mengurus  proses  penandatanganan  Keputusan  BLipati
Cirebon   tentang   Perubahan   atas   Keputusan   Bupati
Cirebon  Nomor  goo.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025  tentang

Penunjukan      Bendahar.a      Penerimaan,      Bendahara
Pengeluaran dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kelja
Perangkat Dacrah Tahun Anggaran 2026

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal  02 Februari 2026

KEPALA BAI)AN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON

SRI VIJAYAWATh. S.Sos. M.Si.
Pembina Thgkat I

NIP.  19740530 199803 2 005

DohaliEeii  ini te}al. cktait¢fatcifigani  3¢cara  eiekircmik rffenggtiimkl.I:'.  `t  :I.:~.`< :`\-.: -` i   '` ,   n  I,-

Yang diterl>ilhan  i>leh  B{ilui  Bestll-Serlif`ihasi  Elektronik (BsrE),  B{Idiiii  Siher dim Stil.di Negcir(I



ANALISIS TERHADAP RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR
900.1.7.1 /Kep.826LBKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAIIARA

PENERIMAAN, BENDAIIARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERUA PERANGKAT DAERAII TAHUN ANGGARAN 2026

0leh:

YESSY SUKMA HARNISA
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA

A.   LATAR BEIAKANG
Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan
daerah  Tahun  Anggaran  2026,  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  telah
menetapkan   Bendahara   Penerimaan,   Bendahara   Pengeluaran,   dan
Rekening  Satuan  Keria  Perangkat  Daerah  melalui  Keprifusari  B-ripati
Cirebon     Nomor     900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025.      Seiring     dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas dan  Flmgsi  serta Tata  Kelja
Badan  Perencanaan  Pembangunanj  Riset  dan  lnovasi  Daerah,  ten.adi
perubahan  nomenklatur  Perangkat  Daerah  dari  Badan  Perencanaan
Pembangunan,  Penelitian  dan Pengembangan  Daerah  (Bappelitbangda)
menjadi Badan Perencanaan Pembangunan,  Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida).  Perubahan  nomen]datur  tersebut  berdampak  pada  data
administratif  bendahara  dan  rekening  perangkat  daerah  yang  telah
ditetapkan sebelumnya,  sehingga apabila tidak dilakukan penyesuaian

•  akan       berpotensi       menimbulkan       ketidaksesuaian       dokumen

penatausahaan, kendala transaksi keuangan, serta permasalahan dalaln
pemeriksaan. 0leh karena itu, diperlukan penetapan Keputusan Bupati
tentang     Perubahan     atas     Keputusan     Bupati     Cirebon     Nomor
900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025,   agar   data   bendahara   dan   rekening
sesuai dengan kondisi organisasi perangkat daerah yang berlaku.

a.   DASAR HUKUM
Penetapan  perubahan  bendahara  pengeluaran  (BP)  wajib  ditetapkan
dengan Keputusan Bupati karena:
1.  Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan

Daerah, menegaskan bahwa memberikan kewenangan kepada Kepala
Daerah untuk menetapkan kebijakan dan Keputusan dalam rangka
penyelenggaraan    pemerintahan    daerah    termasuk    pengelolaan
keuangan daerah.

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  menjadi  dasar  pengaturan
pengelolaan     keuangan     daerah     yang     akuntabel,     termasuk
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara
daerah dan peran8kat daerah.

3.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan
Keuangan  Daerah,  menegaskan bahwa Kepala Daerah menetapkan



pegawai   yang   diberi   kewenangan   dalam   pengelolaan   keuangan
termasuk bendahara.

4.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang
Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  mengatur  bahwa
bendahara dapat  bertugas  apabila  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah
melalui Keputusan resmi.

5.  Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   Pemerintah   Kabupaten
Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon
Nomor  182  Tahun  2023  tentang Perubahan Atas  Peraturan  Bupati
Cirebon   Nomor   171   Tahun   2021   tentang   Sistem   Dan   Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon, juga
mengatur   bahwa   perubahan   bendahara   harus   diikuti   dengan
perubahan surat keputusan bupati.

C.   ANALISIS SUBSTANTIF
1.  Urgensi Penetapan Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Bendahara pengeluaran memiliki peran krusial dalam penatausahaan
keuangan    daerah,     termasuk    pengelolaan     uang    persediaan,
pembayaran     belanja,     dan     penyusunan     pertanggung).awaban
bendahara. Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penunjukan
bendahara wajib ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui keputusan.

2.  Perubahan nomenklatur perangkat daerah tanpa diikuti perubahan
Keputusan   Bupati   akan   menyebabkan   ketidaksinkronan   antara
dokumen   keuangan,   sistem   perbankan,   dan   sistem   akuntansi
pemerintah daerah.

3.  Penetapan   perubahari   ini   diperluhan   untuk   menjamin   tertib
administrasi,   kepastian   hukum,   serta  mendukung  akuntabilitas
pengelolaan  keuangan  daerah,  termasuk  dalam  pemeriksaan  oleh
aparat pengawas internal maupun ekstemal.

4.  Mengingat   perubahan   ini   berdampak   langsung   pada   transaksi
keuangan dan penatausahaan APBD Tahun Anggaran  2026,  maka
penetapan Keputusan Bupati bersifat mendesak dan strategis.

D.   -KESIMPULAN
Berdasarhan  latar  belakang,  dasar  hukum,  dan  analisis  substantif
tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  draft  Keputusan  Bupati
tersebut   perlu    ditetapkan   oleh   Bupati   Cirebon   guna   menjamin
kesesuaian  data,  kepastian  hukum,  serta  kelancaran  penatausahaan
keuangan daerah Tahun Anggaran 2026.

Sumber, 2 Februari 2026

Penelaah,

YESSY SUKMA HjARNISA. SE
NIP. 20000429 202504 2 007



ANALISIS TERHADAP RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR
900.1.7.1 /Kep.826-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAIIARA

PENERIMAAN, BENDAIIARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAI+ TAHUN ANGGARAN 2026


